PEMKAB SIAK TUNDA BAYAR RP229 MILIAR, IRVING SEBUT SEBAGAI
GAGAL BAYAR

Sumber gambar:
https://tomohon.go.id/struktur-apbd-kota-tomohon-2023/

Mantan birokrat Kabupaten Siak Irving Kahar Arifin mengkritisi masalah tunda bayar
kegiatan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2024.
Menurutnya istilah yang tepat bagi Pemkab Siak bukanlah tunda bayar tetapi gagal bayar.

“Belajar dari tahun 2024, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Siak terpaksa tunda bayar akibat kurang telitinya pengelolaan keuangan daerah
dan lebih tepatnya kejadian ini bukan tunda bayar tapi gagal bayar,” katanya, Selasa.

la menjelaskan, istilah tunda bayar hanya dapat dikatakan ketika Pemkab tak mampu
bayar kepada rekanan akibat kesalahan dalam mengantisipasi pendapatan daerah. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan.

“Artinya antara Pemkab dengan rekanan dibuat kesepakatan dalam bentuk adendum
atau kesepakatan yang jelas, berapa yang sanggup dibayar dan berapa yang tak sanggup
dibayar, dan tentunya kesepakatan itu harus jelas kapan waktu pembayarannya,” ujarnya.

Menurutnya, terjadinya tunda bayar adalah kesalahan owner atau dalam hal ini adalah
eksekutif atau Pemkab Siak. la menegaskan ini bukan kesalahan dari pihak legislatif.
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“Karena ketika APBD ditetapkan dan dibuatkan Perda maka itu harus dijalankan dan
jika terjadi perubahan maka dibuatkan peraturan daerah perubahan penjabaran APBD,”
katanya.

Irving mengatakan, melihat kondisi 2024 segitu banyaknya yang gagal bayar. Istilah
ini digunakan karena tidak ada kesepakatan dan dianggap ini wanprestasi.

“Apakah ini tidak dianalisa kembali untuk kegiatan tahun 2025 saat ini?,” tanyanya.

Anehnya kata Irving, Pemkab Siak berjanji menyelesaikan tunda bayar 2024 ini di
awal 2025. la menilai janji itu sebagai isapan jempol belaka.

“Masyarakat umum dan khususnya masyarakat yang terdampak akibat tunda bayar
ini hanya berharap dan bermimpi agar dapat diselesaikan secara cepat,” tambah Calon
Bupati Siak nomor urut 1 itu.

Bahkan, katanya lagi, sebagian masyarakat yang terdampak bertanya-tanya. Katanya
Ketua Tim TAPD Sekda Siak Arfan Usman memberikan pernyataan ke publik akan
menyelesaikan pembayaran secara cepat.

“Kita sudah sampai di ujung Januari 2025, masalah ini belum mampu diselesaikan
Pemkab Siak, bukankah Sekda yang berjanji membayar di akhir Januari ini? PNS dan
tenaga honorer Pemkab Siak saja masih berharap Bupati Siak agar secepatnya mencarikan
solusinya,” ujar Irving.

Irving menguraikan, sangat besar anggaran yang harus disiapkan Pemkab Siak di
awal 2025 ini. Selain tunda bayar sebesar Rp 229 miliar, ada anggaran awal operasional
2025 seperti listrik, air, BBM kendaraan dinas, ATK dan termasuk gaji dan tunjangan.

“Wah, tentu sangat besar sekali. Apakah ini sudah dipersiapkan oleh Pemkab Siak?,”
tanyanya lagi.

Sumber berita:

1. https://riaupos.jawapos.com/siak/2255487043/pemkab-siak-segera-selesaikan-tunda-
bayar-2024, 3 Januari 2025

2. https://riau.antaranews.com/berita/403394/pemkab-siak-tunda-bayar-rp229-miliar-

irving-sebut-sebagai-gagal-bayar, 29 Januari 2025

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan mengenai belanja yang melampaui
Tahun Anggaran sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
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a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100%
pada tahun berkenaan;

2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;

3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa
termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan

4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang
telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan
tahapan sebagai berikut:

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan
APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan,
dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembayaran.

c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan
barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan
APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan,
dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan
pembayaran.

d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah
dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/AS 3



peraturan perundangundangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai

berikut:

1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian
pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa
keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa
dan/atau pengguna barang dan jasa;

2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan
perundang-undangan;

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan
APBD;

4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan,
dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembayaran.

e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang
bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai
dasar penganggaran dalam APBD;

2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan
APBD;

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan,
dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembayaran.

f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus
dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan
dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;
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h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran
diatur dalam peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau.
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